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ABSTRAK

Latar belakang yang mendasari penelitian ini ialah permasalahan yang terjadi
mengenai proses pencatatan atau pembukuan dalam kodifikasi barang serta pemindahan
barang yang tidak disertai pelaporan kepada pengelola barang sehingga terdapat beberapa
hambatan dalam implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik
Navigasi Kelas I Palembang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses
implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I
Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan
tingkat eksplanasi deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data
sekunder yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan observasi aktif, wawancara, dan
dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah teori model implementasi
kebijakan Charles O. Jones yang memiliki tiga aktivitas penting sebagai pilar untuk
melihat apa yang telah dikerjakan atau terlaksana dalam implementasi kebijakan yaitu
organisasi, interpretasi, dan penerapan. Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian
ini ialah implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi
Kelas I Palembang belum terlaksana dengan baik karena masih memiliki kendala dalam
proses pelaksanaannya. Pada dimensi organisasi indikator tujuan umum bersama dan
struktur organisasi telah memiliki kejelasan dan dapat dipahami sehingga telah terlaksana
dengan baik. Namun untuk koordinasi upaya antara pihak yang terlibat masih memiliki
hambatan dalam koordinasi dengan pengguna barang dan pembagian tugas belum
memadai karena sumber daya manusia yang terbatas. Dimensi interpretasi juga belum
terlaksana dengan baik, hanya ada satu indikator yaitu respon implementor yang telah
terlaksana karena baik pengguna dan pengelola merespon secara positif. Sementara untuk
kognisi atau pemahaman implementor dan kecenderungan nilai belum dapat dipahami oleh
implementor sehingga menghambat dalam proses pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan
yang berlaku. Pada dimensi penerapan hanya ada satu indikator yang belum terlaksana
dengan baik, yaitu kelancaran tugas dan aktivitas rutin karena belum konsisten antar ruang
lingkup kegiatan serta masih memiliki hambatan. Sedangkan untuk indikator sumber daya
pendukung dan pemecahan masalah sudah terlaksana karena memiliki sumber daya
pendukung yang memadai dan metode pemecahan masalah yang sesuai.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penatausahaan, Barang Milik Negara, Distrik
Navigasi Kelas I Palembang
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ABSTRACT

The background that underlies this research is the problem that occurs about the
process of registration or bookkeeping in the codification and the removal of goods that
are not accompanied by reporting to the goods manager so that there are some obstacles
in the implementation of policy state property administration in the Navigation District
Class I of Palembang. This research intends to find out the process of implementation of
policy state property administration in the Navigation District Class I of Palembang. The
method used in this research is a qualitative method with a descriptive explanation level.
The data sources of this research are primary data and secondary data collected through
the technique of collecting active observations, interviews, and documentation. The theory
used in this research is the theory of Charles O. Jones's policy implementation model
which has three crucial activities as pillars to see what has been done or carried out in
policy implementation including organization, interpretation, and application. The resulls
found in this research are the implementation of policy state property administration in the
Navigation District Class I of Palembang that has not appropriately implemented yet
because it still has obstacles in the implementation process. On the organizational
dimension, the common goals and organizational structure have gained clarity, and it can
support well implemented. However, for coordination between the parties involved still
have obstacles in coordination with goods users and the division of tasks has not been
adequate because of limited human resources. The interpretation dimension also has not
been implemented well, and there is only one indicator, that is implementer response that
has been implemented both users and managers respond positively. While for the cognition
or understanding of the implementer and the tendency of values cannot be understood by
the implementer, thus hampering the implementation process that is not compatible with
applicable regulations. On the implementation dimension, there is only one indicator that
has not implemented well yet, that is the smooth running of tasks and routine activities
because it is not consistent between the scope of activities and still has obstacles. In
contrast, indicators for supporting resources and problem solving have been implemented
because they have adequate supporting resources and appropriate problem-solving
methods.

Keywords : Implementation of Policy, Administration, State Property, Navigation
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses siklus kebijakan publik yang
berkesinambungan dengan proses lainnya dalam mencapai tujuan sebuah kebijakan.
Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah praktik atas kebijakan yang telah
dibuat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat dalam mengatasi masalah dan menjadi
bentuk intervensi dalam masyarakat. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai
proses dimana mentransformasi rencana kebijakan yang telah dibuat ke dalam sebuah
tindakan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Howlett dan Ramesh (dalam
Agustino, 2016:128) yang mengartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses
dimana melakukan praktik sebuah kebijakan yang berhubungan dengan rencana yang telah
dibuat.

Udoji (dalam Wahab, 2017: 126) mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi
kebijakan merupakan hal yang penting lebih dari pembuatan kebijakan, hal ini dikarenakan
kebijakan hanya akan menjadi impian atau rencana yang tersimpang kalau tidak
diimplementasikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi
kebijakan merupakan sebuah proses penting di dalam keseluruhan pembuatan kebijakan.
Implementasi kebijakan juga menjadi proses yang penting dalam keberhasilan suatu
kebijakan karena melibatkan aktor-aktor atau implementor kebijakan dalam menjalankan
tugasnya. Dengan melakukan implementasi kebijakan maka akan dapat dilihat apakah
kebijakan yang telah dirumuskan dapat mengatasi masalah publik dan memberikan
dampak apa saja dalam lingkungannya.

Menurut Wibawa (dalam Ali, dkk 2012:85) ada empat faktor yang berinteraksi dan

berfokus dalam sebuah kebijakan secara berturut-turut yaitu, isi kebijakan, political will,



karakteristik kelompok sasaran, dan dukungan lingkungan. Keempat faktor ini yang
kemudian akan saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan yang akan
dilaksanakan. Dalam teorinya, implementasi kebijakan memiliki banyak model
implementasi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik kebijakannya. Pendekatan dan
model implementasi kebijakan diklasifikasikan menjadi dua yaitu, pendekatan Top-Down,
pendekatan yang berkisar masalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara formal,
dan pendekatan Bottom-Up, pendekatan yang beranggapan bahwa penyelesaian masalah
publik seharusnya dimulai dari pihak bawah yang lebih merasakan, mengenal, dan
memahami konteks masalah (Agustino, 2016:130-131). Sehingga teori pendekatan dan
model implementasi ini disesuaikan dengan permasalahan dan kebijakan yang ada.

Kebijakan publik sebagai bentuk ketentuan dan peraturan yang berlaku mengatur
setiap aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang
memerlukan intervensi dari pemerintah dalam hal pengaturan oleh kebijakan publik ialah
Barang Milik Negara. Hal ini dikarenakan persoalan BMN adalah persoalan yang riskan
jika tidak diatur dengan peraturan yang jelas. Selain itu juga, BMN ini sangat erat
kaitannya dengan aset dan kepemilikan negara.

Barang Milik Negara atau BMN menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara diartikan
sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau dari perolehan lainnya yang sah. Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa BMN merupakan barang yang menjadi aset bagi negara sebagai
fasilitas yang diberikan oleh negara dalam menjalankan tugas dan fungsi kepemerintahan
untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BMN harus dilakukan dengan
baik dan tertib dalam menjaga aset negara. Pengelolaan BMN harus didasari dengan asas

fungsional, kepastian hukum transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.



Setiap proses dan kegiatan pengelolaan dan pengaturan BMN merupakan satu kesatuan
dan berkesinambungan sehingga harus dilakukan dengan baik dan penuh tanggungjawab
sesuai dengan asas dan prinsipnya. Pengelolaan dan pengaturan BMN ini wajib
diberlakukan di setiap lingkungan instansi milik negara.

BMN ini juga dapat diartikan sebagai aset, sarana, dan prasarana yang mendukung
terlaksananya tugas dan tanggung jawab oleh pelaksana kebijakan dan birokrat. Dengan
demikian, BMN harus dikelola dan diatur dengan baik dan bertanggung jawab agar tidak
menimbulkan kerugian yang dapat menghambat aktivitas dan kegiatan birokrasi yang akan
berdampak pada aktivitas masyarakat secara luas. Dengan demikian dikeluarkannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara dalam rangka memberikan pedoman untuk
melakukan pengaturan lingkup kegiatan penatausahaan BMN. Lingkup Kkegiatan
penatausahaan ini yang tercantum dalam Pasal 3 peraturan tersebut merupakan rangkaian
kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan
dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kegiatan penatausahaan BMN dalam
mengelola objek penatausahaan BMN harus dilakukan dengan efektif, efisien, optimal, dan
akuntabel sesuai dengan tujuan kebijakan yang terdapat pada Pasal 2 dalam kebijakan
penatausahaan BMN.

Kegiatan penatusahaan ini sangat penting dalam pengelolaan dan pengaturan Barang
Milik Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengecekan, pencatatan, dan
pendataan yang sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki oleh suatu
instansi. Pelaksanaan penatausahaan ini harus dilakukan dengan tertib, teratur, dan
lengkap. Ketiga ruang lingkup kegiatan ini merupakan proses yang sangat penting dan
saling berkesinambungan dalam mewujudkan ketertiban  administrasi, hukum, dan

keberadaan fisik BMN. Kegiatan pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan



pencatatan BMN dalam proses pembuatan daftar BMN agar setiap BMN yang masuk dapat
tercatatat dengan baik. Sementara kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan,
pendataan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara agar diketahui jumlah,
nilai, dan kondisi Barang Milik Negara yang sebenarnya. Sedangkan kegiatan pelaporan
yaitu kegiatan penyususnan dan penyampaian data informasi BMN yang telah dicatat dan
didata pada proses sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas BMN yang ada.

Rangkaian kegiatan penatausahaan BMN harus dilaksanakan oleh setiap instansi
selaku pengelola dan pengguna barang. Kementerian Perhubungan adalah instansi yang
juga bertanggung jawab melakukan penatausahaan Barang Milik Negara selaku pengguna
barang di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, dibuatlah peraturan turunan yaitu
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
Perhubungan untuk mempertegas peraturan mengenai tata usaha dan inventarisasi dalam
pendataan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara yang ada di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

Distrik Navigasi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi
berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat
Kenavigasian yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Distrik Navigasi menetapkan ada 25 Distrik Navigasi di seluruh Indonesia yang
wilayah kerjanya tidak terbatas atas wilayah administratif dalam menjalankan fungsi
kenavigasian. Distrik Navigasi memiliki tugas dalam melakukan perencanaan,
pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan atas sarana bantu navigasi pelayaran,
telekomunikasi pelayaran, pengamatan laut, hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan

dalam kepentingan keselamatan pelayaran.



Distrik Navigasi Kelas | Palembang merupakan salah satu Distrik Navigasi di
Indonesia yang membawahi wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung. Dari ketiga wilayah kerja tersebut, kantor utama pelaksanaan tugas dan fungsi
terletak pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Sementara untuk di
Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung hanya terdapat instalasi stasiun radio pantai
dan menara suar. Kantor utama ini merupakan kantor pusat pengurusan administrasi dan
pencatatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Distrik Navigasi Kelas | Palembang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Distrik Navigasi Kelas |1 Palembang
didukung oleh sarana dan prasarana yang disediakan sebagai fasilitas kerja untuk
menghasilkan kinerja yang baik. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa barang dan
jasa. Barang yang digunakan sebagai fasilitas kerja ini disebut dengan Barang Milik
Negara yang pengadaan dan pembeliannya dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau sumber pendapatan lain yang sah. Penatausahaan BMN di Distrik
Navigasi Kelas | Palembang selaku pengguna barang dilakukan oleh bidang logistik yang
didukung oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di Distrik Navigasi Kelas |
Palembang. Kegiatan penatausahaan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku
dalam Peraturan Menteri Perhubungan sehingga dibuat peraturan yang lebih teknis dan
terperinci yaitu Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat berdasarkan standar
pembuatan SOP. Peraturan teknis di Distrik Navigasi Kelas | Palembang mengenai
penatausahan Barang Milik Negara tertuang dalam SOP Kantor Distrik Navigasi Kelas |
Palembang No. KP.902/1/20/DNG.PLG.2019 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara
agar tercatat dengan baik dan menertibkan aset negara.

Pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara mengklasifikasi BMN menjadi aset lancar, aset tetap,

dan aset lainnya. Aset lancar merupakan aset berwujud yang habis pakai atau



penggunaannya kurang lebih satu tahun yaitu dapat berupa barang persediaan. Aset tetap
yaitu aset berwujud yang manfaatnya lebih dari satu tahun untuk digunakan yang terdiri
atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan
konstruksi dalam pengerjaan. Sementara aset lainnya meliputi aset kemitraan dengan pihak
ketiga, aset tak berwujud, dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan. Distrik Navigasi
Kelas | Palembang memiliki total 2780 BMN yang tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN
(Sistem Informasi Manajemen Akuntansi-Barang Milik Negara) sampai dengan tahun
2019.

Tabel 1.1 Jumlah Barang Milik Negara Distrik Navigasi Kelas |1 Palembang
Berdasarkan Aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan Tahun 2019

Nama Aset Klasifikasi Jumlah
Aset Lancar Barang Persediaan (Dicatat pada aplikasi yang
berbeda dan
diperbaharui per tahun)
Aset Tetap Tanah 24 unit
Peralatan dan Mesin 2390 unit
Gedung dan Bangunan 337 unit

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 28 unit

Aset Tetap Lainnya -

Konstruksi dalam | -
Pengerjaan

Aset Lainnya Aset Kemitraan -

Aset Tak Berwujud 1 unit

Aset Tetap yang Dihentikan | -
dari Penggunaan

Jumlah Aset 2780 unit

Sumber : Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Daftar BMN Sampai Dengan Tahun 2019 dari
Aplikasi SIMAK-BMN Distrik Navigasi Kelas | Palembang.

Selain klasifikasi BMN atau aset terdapat juga barang inventaris yang dapat diartikan
sebagai barang milik negara yang penggunaan atau manfaatnya lebih dari satu tahun yang
dicatat dan didaftarkan dalam buku inventaris. Khusnah (2017:21) mendefinisikan barang
inventaris sebagai barang yang dapat digunakan terus menerus dalam kurun waktu yang
lama. Dengan demikian dapat diklasifikasikan bahwa barang inventaris ini merupakan aset
tetap. Aset tetap juga terbagi menjadi dua yaitu aset tetap bergerak dan tidak bergerak.

Menurut Rianto, dkk (2011:3) barang bergerak merupakan barang milik negara yang sifat




dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan yaitu meliputi peralatan dan mesin
sedangkan barang tidak bergerak ialah barang milik negara yang ditetapkan dalam
perundang-undangan sebagai barang tidak bergerak meliputi tanah, gedung dan bangunan,
serta jalan, irigasi, dan jaringan. Barang inventaris termasuk dalam aset tetap bergerak
yang dapat dengan mudah dipindahkan. Oleh karena itu perlunya pencatatan dengan
menggunakan Daftar Inventaris Ruangan untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi,
serta sebagai pengontrol letak aset tetap bergerak tersebut agar dapat tercatat dan terdata
dengan baik. Data barang inventaris yang tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN ialah
sebanyak 2311 barang yang tersebar pada kantor pusat dan instalasi-instalasi Distrik
Navigasi Kelas | Palembang.

Permasalahan yang ditemui di Kantor Distrik Navigasi Kelas | Palembang mengenai
penatausahaan Barang Milik Negara mendapati permasalahan dan hambatan khususnya
mengenai barang-barang inventaris ruangan. Barang inventaris yang dimaksudkan ini
merupakan aset tetap yang diperlukan sebagai perlengkapan dan peralatan yang membantu
kegiatan dan operasional pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BMN yang
tergolong aset tetap bergerak ini sering dipindahtempatkan dan dipinjam dari suatu
ruangan ke ruangan lainnya tanpa adanya pencatatan dan pemindahan yang teratur dengan
pembuatan berita acara serah terima barang. Sehingga pada saat pelaporan barang terdapat
hambatan karena posisi barang yang berubah-ubah dari satu ruangan ke ruangan lain.
Dampak yang dihasilkan dari permasalahan ini ialah daftar inventaris ruangan yang selalu
berubah dan juga pengelola BMN harus mengidentifikasi atau mencari barang yang
berpindah tersebut untuk didata dan dicatat secara ulang. Permasalahan ini akan
berpengaruh pada pengelolaan dan penatausahaan khususnya dalam inventarisasi yang

belum optimal, efektif, dan efisien.



Permasalahan yang ada di Distrik Navigasi Kelas | Palembang dapat dilihat dengan
mengamati DIR (Daftar Inventaris Ruangan) yang menunjukkan barang-barang inventaris
atau persediaan yang ada di suatu ruangan dengan format nomor urut pendaftaran, nama
barang, identitas barang (merek/tipe, kode barang, dan tahun perolehan), jumlah
barang/satuan, penguasaan, dan keterangannya. DIR ini dibuat sebagai laporan pendataan
BMN yang dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab ruangan masing-masing dan
oleh penanggung jawab UAKPB, yaitu Kepala Distrik Navigasi Kelas | Palembang.
Perubahan yang terjadi antara periode DIR Desember 2018 dan Maret 2019 tidak hanya
terletak pada kuantitas atau jumlah barang melainkan juga perubahan identitas dan
kodifikasi barang yang belum konsisten dan lengkap. Oleh karena itu terdapat ketidak
sesuaian data pada DIR dalam pencatatan barang inventaris yang ada di ruangan masing-
masing. Berikut ini merupakan bukti perubahan DIR yang ada pada ruang staf logistik dan
ruang staf tata usaha.

Pada laporan DIR yang dikeluarkan di bulan Desember 2018 untuk ruang staf
logistik terdapat 60 barang persediaan, kemudian pada DIR yang dikeluarkan di bulan
Maret 2019 untuk ruangan yang sama terdapat 65 barang persediaan. Perubahan ini
terletak pada barang dengan nama filling kabinet besi mengalami perubahan yang
semulanya berjumlah 6 buah pada Desember 2018 menjadi 7 buah pada bulan Maret 2019.
Perubahan ini juga terjadi pada barang kursi besi metal yang berjumlah 14 buah pada
Desember 2018 menjadi 8 buah, sedangkan terdapat barang dengan nama kursi kerja yang
baru ditambahkan yaitu 7 buah. Pada Desember 2018 juga terdapat AC Split yang
berjumlah 3 buah dengan merek LG 1 buah dan merek Panasonic 2 buah, sementara pada
bulan Maret 2019 jumlah AC Split yang ada tetap seperti sebelumnya namun berganti
merek dan tahun perolehannya. Barang PC unit atau komputer pada Desember 2018

terdapat 11 buah yaitu dengan merek Lenovo 2 buah, merek HP 7 buah, dan merek Acer 2



buah dan pada bulan Maret 2019 berubah menjadi 7 buah yaitu, merek Lenovo 2 buah dan
merek HP 5 buah. Printer pada Desember 2018 terdapat 6 buah yaitu 1 buah dengan merek
HP perolehan tahun 2009 dan 5 buah printer Epson, sedangkan untuk Maret 2019 terdapat
5 buah printer yaitu 1 buah merek Canon tahun 2017 dan 4 buah merek Epson. Selain
perubahan barang tersebut, terdapat pula barang yang tidak terdapat pada Desember 2018
namun terdapat pada Maret 2019 sedangkan tahun perolehannya pada 2017, yaitu kipas
angin dan kursi tamu jati (lihat lampiran DIR ruang staf logistik).

Tabel 1.2 Perubahan Daftar Inventaris Ruangan pada Ruang Staf Logistik Kantor
Distrik Navigasi Kelas | Palembang

Nama Barang Desember 2018 Maret 2019
Filling Kabinet Besi 6 buah 7 buah
Kursi Besi Metal 14 buah 8 buah
Kursi Kerja - 7 buah
AC Split 1 buah (LG) 2 buah (Daikin)
2 buah (Panasonic) 1 buah (Panasonic)
PC Unit 2 buah ( Lenovo) 2 buah (Lenovo)
7 buah (HP) 5 buah (HP)
2 buah (Acer)
Printer 1 buah ( HP, tahun 2009) 1 buah ( Canon, tahun 2017)
5 buah (Epson) 4 buah (Epson)
UPS - 4 buah (2018)
Kipas Angin - 1 buah (2017)

Sumber : Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Daftar Inventaris Ruangan Staf Logistik
Kantor Distrik Navigasi Kelas | Palembang.

Perubahan yang signifikan juga terdapat pada DIR ruang staf tata usaha yang pada
bulan Desember 2018 memiliki 34 barang persediaan kemudian berubah menjadi 49
barang persediaan pada Maret 2019 di ruangan yang sama. Perubahan barang dengan nama
kursi kerja merah dan meja kerja yang terdapat pada DIR Desember 2018 berjumlah 6
buah sedangkan pada Maret 2019 menjadi 8 buah. Selain itu pada DIR Desember 2018
barang dengan nama meja kerja warna putih sebanyak 5 buah tidak tercatat pada DIR
Maret 2019 namun terdapat nama barang kursi besi merah dengan jumlah 8 buah yang
tidak terdapat dalam DIR sebelumnya. Komputer yang terdapat pada DIR Desember 2018

berjumlah 5 buah dengan merek Lenovo 3 buah, merek Acer 1 buah, dan merek HP 1 buah
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berubah menjadi 9 buah dengan merek Lenovo 4 buah (dengan kode berbeda), merek Acer
1 buah, merek HP 3 buah, dan merek Samsung 1 buah. Printer yang tercatat dalam DIR
Desember 2018 sebanyak 7 buah dengan keterangan rusak 1 buah berubah menjadi 6 buah
pada Maret 2019, disertai pencatatan identitas barang yang berubah. Terdapat 2 buah alat
scan atau scansnap pada DIR Desember 2018, namun pada DIR Maret 2019 alat scan
tersebut memiliki tahun perolehan yang berbeda. Perubahan pencatatan DIR ini terdapat
juga pada barang AC yang tidak dicatat pada DIR Desember 2018 namun dicatat pada DIR
Maret 2019. Terdapat juga barang baru tanpa identitas pada DIR Maret 2019 yang tidak
ada pada DIR sebelumnya yaitu kotak sampah dan UPS (Lihat pada lampiran DIR ruang
staf tata usaha.)

Tabel 1.3 Perubahan Daftar Inventaris Ruangan pada Ruang Staf Tata Usaha
Kantor Distrik Navigasi Kelas | Palembang

Nama Barang Desember 2018 Maret 2019

Kursi Kerja Merah | 6 buah (tanpa merek) 8 buah (tanpa tahun dan kode)

Kursi Besi Merah | - 8 buah (tanpa tahun dan kode)

Meja Kerja 6 buah (tanpa merek) 8 buah (tanpa tahun dan kode)

Meja Kerja Warna | 5 buah (tanpa merek) -

Putih

Komputer 3 buah (Lenovo), 4 buah (Lenovo, dengan kode berbeda)
1 buah (Acer) 1 buah (Acer, tanpa tahun dan kode)
1 buah (HP) 3 buah (HP, tanpa tahun dan kode)

1 buah ( Samsung, tanpa tahun dan
kode)

Printer 1 buah (laser jet, rusak) 1 buah L210 (tanpa tahun)
1 buah Canon 2 buah L3150 (tanpa tahun)
1 buah L210 (2014) 1 buah L220 (tanpa tahun)
1 buah L210 (2015) 2 buah L230 (tanpa tahun)
3 buah L360 (2016)

AC Cassete 2 PK | - 1 buah (2015, tanpa merek)

AC - 1 buah (Daikin, tanpa tahun dan

kode)
Kotak Sampah - 1 buah (tanpa identitas)
UPS - 8 buah (tanpa identitas)

Sumber : Diolah oleh Peneliti berdasarkan Daftar Inventaris Ruangan Staf Tata Usaha
Kantor Distrik Navigasi Kelas | Palembang.

Dalam penjabaran permasalahan ini dapat menunjukkan bahwa belum tertibnya

administrasi penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan tujuan kebijakan
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penatausahaan Barang Milik Negara. Selain itu, pelaporan DIR ini tergolong kurang
optimal dikarenakan antara berkesinambungan DIR yang satu dan yang berikutnya tidak
tersusun sesuai dengan penggolongan dan klasifikasinya sehingga laporan yang diberikan
akan cenderung sulit dimengerti.

Permasalahan lain yang terjadi ialah kodifikasi dan pendaftaran barang yang tidak
dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat 2 yaitu pembukuan BMN
dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMN dalam daftar barang sesuai dengan
penggolongan dan kodifikasi barang dan Pasal 16 Ayat 1 yang berbunyi dalam
pelaksanaan penatausahaan BMN, dibuat penggolongan dan kodifikasi untuk setiap satuan
BMN. Penggolongan, pendaftaran, dan kodifikasi belum dilakukan dengan baik dan
konsisten hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen DIR bahwa banyak dari barang
persediaan yang ada tidak memiliki nomor urut pendaftaran dan kode barang (lihat pada
lampiran DIR Distrik Navigasi Kelas | Palembang). Selain itu, banyaknya pelaporan data
barang yang tidak konsisten yang ada pada DIR tersebut. Hal ini dikarenakan banyak
barang yang berubah-ubah merek, kode, dan tahun perolehannya (lihat pada lampiran DIR
Distrik Navigasi Kelas | Palembang).

Dari permasalahan tersebut, terdapat kesenjangan-kesenjangan antara isi dan
ketentuan kebijakan penatausahaan BMN dan proses implementasinya di Distrik Navigasi
Kelas | Palembang. Tujuan kebijakan penatausahaan BMN yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 70 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu untuk
penatausahaan BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Berdasarkan observasi
yang dilakukan, adanya permasalahan ini dinilai menghambat pelaksanaan penatausahaan
BMN khususnya proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan sehingga belum sesuai
dengan tujuan kebijakan dalam administrasi dan pencatatannya mengingat masih

banyaknya pemindahtanganan barang yang belum tercatat dengan baik. Hal ini juga
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bertentangan dengan tujuan inventarisasi dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2018 yaitu untuk agar semua BMN dapat terdata
dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan
dan pengelolaan BMN dengan prinsip 4T, tertib fisik, tertib hukum, tertib administrasi, dan
tingkatkan PNBP. Dengan pembukuan dan inventarisasi yang belum tertib administrasi
sesuai ketentuan yang berlaku maka pelaporan mengenai data dan informasi BMN sering
terhambat dan tidak dapat mencapai tujuan dari kebijakan.

Adanya kesenjangan antara isi dan ketentuan kebijakan dalam pencapaian tujuan
kebijakan dengan permasalahan pemindahtanganan barang inventaris yang berdampak
pada perubahan DIR baik secara kuantitas dan identitas barang serta tidak konsistennya
pada kodifikasi dan penomoran barang inventaris di Distrik Navigasi Kelas | Palembang.
Dengan demikian, diperlukan penelitian untuk melihat lebih lanjut mengenai proses
implementasi kebijakan penatausahaan BMN dalam mencapai tujuan kebijakan untuk
terwujudnya tertib administrasi BMN yang lebih efektif, efisien, optimal, dan akuntabel di
Distrik Navigasi Kelas | Palembang. Kegiatan penatausahaan merupakan kegiatan yang
erat kaitannya dengan proses administrasi. Barang inventaris sebagai peralatan yang
digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi oleh para pegawai dalam mewujudkan
tertib administrasi. Kantor pusat Distrik Navigasi Kelas | Palembang yang ada di Kota
Palembang sebagai pusat administrasi dalam melakukan tugas dan fungsi kenavigasian
tentunya harus mewujudkan tertib administrasi untuk dapat mengelola wilayah kerjanya
yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang penting untuk
dilakukan karena kebijakan publik sebagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh
pemerintah harus dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup

publik yang menyangkut kepentingan masyarakat.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pemasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah penelitian yaitu
“Bagaimana proses implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik
Navigasi Kelas I Palembang?”
1.3 Tujuan Penelitian

Dengan perumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian ini yaitu

untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di

Distrik Navigasi Kelas | Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoretis dan segi praktis yang dirumuskan sebagai
berikut.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian, kasus, dan temuan
dalam rangka mengembangkan ilmu administrasi negara mengenai implementasi
kebijakan publik, khususnya proses implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan
pengetahuan kepada masyarakat dan pihak Pemerintah Kota Palembang, khususnya
Distrik Navigasi Kelas | Palembang mengenai proses kebijakan penatausahaan BMN
agar dapat lebih tertib administrasi, efisien, efektif, dan optimal serta dapat mencapai
keberhasilan tujuan kebijakan yang dapat berpengaruh pada proses pengaturan BMN

dan aset negara.
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